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Pemilihan Umum adalah pilar demokrasi di Indonesia, namun sering
disalahgunakan melalui politik identitas berbasis SARA yang memicu polarisasi
dan konflik. Meskipun UU No. 7 Tahun 2017 melarang praktik ini, pelaksanannya
masih menghadapi hambatan. Dalam perspektik islam figh siyasah dusturiyah
menekankan musyawarah dan perwakilan dalam memilih pemimpin. Oleh karena
itu, perlu anaalisis hukum terkait politik identitas dalam pemilihan umum dan solusi
adil berdasarkan hukum dan prinsip islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana politik
identitas pada pemilihan umum di Indonesia tahun 2024?, 2) Bagaimana analisis
yuridis tentang pengaturan politik identitas dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum dan perspektif figh siyasah dusturiyah?. Adapun tujuan
penelitian ini meliputi: 1) Untuk mengetahui politik identitas pada pemilihan umum
di Indonesia tahun 2024, 2) Untuk menganalisis tentang pengaturan politik identitas
dalam UU No. 7 Tahun 2017Tentang Pemilihan Umum dan perspektif figh siyasah
dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian
hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan studi dokumen,
yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan,
keputusan/ ketetapan pengadilan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan
pendapat para ahli hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Pemilihan umum 2024 di Indonesia
menunjukkan dominasi partai politik dan politik hukum, dengan isu utama berupa
politik identitas. Kampanye calon presiden seperti Ganjar Pranowi menggunakan
symbol keagamaan, yang menimbulkan kontroversi dan dianggap sebagai
kampanye, terselubung. Politik identitas ini berisiko memicu polarisasi, ujaran
kebencian, dan merusak integritas demokrasi. 2) Politik identitas dalam pemilihan
umum menurut UU No.7 Tahun 2017 bisa memperkuat solidaritas, tetapi juga
memicu polarisasi. Dalam Islam, adanaya politik ekslusif yang bertentangan
denagn prinsip keadilan dan musyawarah. Studi inimenekankan literasi politik dan
konsep Ahlul Halli Wal Aqdi dalam memilih pemimpin.
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Elections are a pillar of democracy in Indonesia, but they are often misused
through identity politics based on ethnic, religious, racial, and inter-group (SARA)
issues, which trigger polarization and conflict. Although Law No. 7 of 2017
prohibits this practice, its implementation still faces obstacles. From the
perspective of Islamic jurisprudence, constitutional politics emphasizes
consultation and representation in selecting leaders. Therefore, a legal analysis
related to identity politics in elections and fair solutions based on law and Islamic
principles is necessary.

The problem formulation in this research includes: 1) How is identity
politics in the general election in Indonesia in 20242, 2) What is the legal analysis
of the regulation of identity politics in Law No. 7 of 2017 on General Elections and
the perspective of figh sivasah dusturiyah?. The objectives of this research include:
1) To understand identity politics in the general election in Indonesia in 2024, 2)
To analyze the regulation of identity politics in Law No. 7 of 2017 on General
Elections and the perspective of figh siyasah dusturiyah.

This research uses a type of normative legal research. Normative legal
research is a literature law research with a study of documents, namely using legal
sources in the form of laws and regulations, court decisions/rulings, legal
principles and principles, legal theories, and the opinions of legal experts.

The results of this study indicate that 1) The 2024 general election in
Indonesia shows the dominance of political parties and legal politics, with the main
issue being identity politics. The presidential candidate campaigns, such as that of
Ganjar Pranowi, use religious symbols, which lead to controversy and are
considered a veiled campaign. This identity politics risks provoking polarization,
hate speech, and undermining the integrity of democracy. 2) Identity politics in the
general election according to Law No. 7 of 2017 can strengthen solidarity, but can
also trigger polarization. In Islam, there is an exclusive politics that contradicts the
principles of justice and deliberation. This study emphasizes political literacy and
the concept of Ahlul Halli Wal Aqdi in choosing leaders.
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